
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR- TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor... Tahun
2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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10.

11.

12.

13.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012
Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2021 Nomor 3);
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2021 Nomor 52);



14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 136.083.800.916,23
b. Dana Perimbangan Rp 1.421.052.689.094,00
c. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp =:148.450.671.800,00
d. Transfer Antar Daerah Rp 127.785.646.413,71
e. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 82.607.088.608,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.915.979.896.831,94

Belanja

a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp 704.824.485.640,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 525.654.497.709,33
3) Belanja Bunga Rp 0,00
4) Belanja Subsidi Rp 0,00
5) Belanja Hibah Rp 42.891.829.374,00
6) Belanja Bantuan Sosial Rp 15.398.167.982,55

Rp 1.288.768.980.705,88

b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Rp 263.727.397.896,10

Rp 263.727.397.896,10

c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Modal Rp 3.377.229.442,00

Rp 3.377.229.442,00

d. Belanja Transfer
1) Bagi Hasil Rp 0,00
2) Belanja Bantuan Keuangan Antar

Daerah/Kabupaten/Kota Rp 1.260.000.000,00
3) Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota KeDaerah Provinsi Rp. 0,00

4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/ Kota Kepada
Desa Rp 231.283.254.792,00



Rp .232.543.254.792,00

Jumlah Belanja Rp 1.788.416.862.835,98
Surplus/ (Defisit) Rp 127.563.033.995,96

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayan Daerah Rp 94.506.944.796,81
b. Pengeluaran Pembiayan Daerah Rp 224.948.900.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 69.558.044.796,81
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp 197.121.078.792,77

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran IJ Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

BUPATI ROKAN HILIR,

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

FERRY HENDRA PARYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR
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